Menimbang

Mengingat

H KABU
NO PATEN LEBONG
MOR TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

. bahwa

. bahwa Retribusi

. bahwa berdasarkan pertimbangan ‘
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu

UHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

f'.-
dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun
Retr¥bus1 Dacrah, perlu dilakukan pengaturan
Retribusi

dacrah  scsuai dengan  Peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

merupakan salah satu sumber

pendapatan daecrah yang penting guna membiayai

pelaksanaan pemerintahan daerah:

. bahwa penyediaan jasa rumah potong hewan oleh

Pemerintah Daerah merupakan salah satu objek

Retribusi yang pemungutannya menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah;

sebagaimana

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Rumah Potong Hewan;

pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara -

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang'

pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2828);

_.Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Un?{i?s Acara Pidana (Lembaran Negara tahun1981
E’;‘mor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3209);
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negg;a
Republik  Indonesia  Tahun 2003 Nomof 1o%,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 359, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahwn 2004 tentang
Perimbangan Kecuangan Antara Pcemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Un.dang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |
Nomor 5049);

Undang-Undang Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan Perundéng-
Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran N
Republik Indonesia Nomor 5234) ; 1 fegara

Peraturan Pemecrintah Nomor 58 Tah s
un :
Tentang Pengclolaan Keuangan Daerah. (Lembga?.go
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1451
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon s
Nomor 4578); <88

. Peraturan Pemerintah Nomor 79
9 Tahu
tentang Pedoman Pembinaan dan Penngio?s .
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Le;nb san -
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomgr ail:?a_n
a!

Tambahan Lembaran Negara Re i
Nomor 4503); Publik Indonesia
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
. RUMAH POTONG HEWAN.

-~ ,:f
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
/
1. Dacrah adalah Kabupaten Lebong.

2. Pemerintah Pusat, yang sclanjutnya disebut Pemerintah, adalah

»“ Presiden Republik Indonesia  yang memegang  kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia scbagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

.

—=7 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong yaitu
bupati dan perangkat Dacrah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Lebong.

S. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertenty di bidang
Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan_

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),
atau badan usaha milik dacrah (BUMD) dengan nama dap dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.
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10.

11.

12,

13.

14,

16.

17.

18.

Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau komplek
bangunan milik Pemerintah Kota dengan desain dan syarat

syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan
bagi konsumsi masyarakat luas / umum;

Hewan adalah Sapi, Kerbau, Domba, Kambing, Unggas dan hewan
lainnya yang lazim di konsumsi;

Usaha Pemotongan Hewan acalah usaha kegiatan PcmOLongai
yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan untu
memenuhi kebutuhan penyediaan daging;

Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang discmbphh dan
lazim dimakan manusia kecuali yang telah diproses diawetkan
dengan cara lain daripada pendinginan;

Retribusi Daerah, yang sclanjutnya disebut Retribusi, ada%ah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

. 1zin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnva yang dapat dinikmali oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

dengan menganut prinsip-prinsip komersial karcna pada dasarnva
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan
melakukan pembayaran Retribusi,
pemotong Retribusi tertentu.

untuk
termasuk pemungut atau

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan

jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang
bersanglkutan. :

Surat.Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas dacrah melalui tempat pembayaran Yang‘
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi

: Wit yang menentukan
besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang

Surat Ketetapan Retribusi Daecrah Lebih Ba

ur yar, yang selanjutnyg
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi

. : s i karena
jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusj yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.
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ﬂ-—-*,rj:(l) Objek Retribusi adalah pelayanan

19. Surat Tagihan Retribusi Dacrah, yang selanjutnya disingkat STRD,
ada]el\hl surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda. |

20. Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu  standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dacrah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan cdacrah dan Retribusi dacrah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah dan
Retribusi adalah secrangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan
daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas
penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan Ternak termasuk
pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah

dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 3

penyediaan fasilitas rumah

pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan

-, keschatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan,

- dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintan Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
i ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan

hewan ternak yang disediakan, dirniliki, dan/atau dikelola oleh
BUMN, BUMD, dan pihak swasta,

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi
menggunakan/menikmati fasilitas rumah
disediakan oleh Pemerintah Dacrah.

atau  Badan yang
potong hewan yang -

Pasal 5

Retribusi dalam Peraturan Dacrah ini digolongkan sebag

ai Retribusi
Jasa Usaha
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BAB III
! CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkal penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah hewan
ternak yang akan dipotong,

BAB 1V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha

tersebut dilakukan secara cfisien dan berorientasi pada harga
pasar.

Pasal 8

Struktur dan besarnya taril ditetapkan sebagai berikut:

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis ruangan dan jenis
-~ hewan yang akan dipotong/ disembelih;

(2) Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut dengan
.~ rincian sebagai berikut :

JENIS HEWAN
D [ NO | SN SAPI | KERBAU | KUDA KARING/ | uNGGaAs

1 Kandang Istirahat 5.000 5.000 5.000 | 1.000 500
2 Pemeriksaan

Kesehatan Hewan 4.000 4.000 4.000 750 500
3 Ruang

: . 4. ,

Penyembelihan 4.000 000 | 4.000 ( 1.000 750
4 Ruang proses 4.000 4.000 ;

Jeroan ' ' +.000 750 500
S Ruang proses

Kepala, Kulit dan 4,000 4.000 4.000 750 500

Kaki
6 Pemeriksaan

Daging 4.000 | 4.000 | 4.000 750 500

JUMLAH 25.000 | 25.000 | 25.000 5.000 3.500

Dipindai dengan CamScanner



t

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali

dengan memperhatikan

indeks  harga dan perkembangan
perckonomian;

Penctapan tarif Retribusi schagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

(1)

(2)

@

I5)

(1)

(2)

(3)

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan.

“f

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi

yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didahului dengan Surat Teguran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

\

Pasal 12

Retribusi terutang harus dibayar sekaligus.

Retribusi terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh)

hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain y

ang dipersamakan.
Bupati atas permohonan Wajib Retribusi  setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Retribusi  untuk mengangsur
pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga
persen) sebulan.,

atau menunda
sebesar 2% (dua

Dipindai dengan CamScanner



)
t

(1)

(4)

(5)

(4)

(1)

Retentuan lebih lanjut mengenai tempat pembayaran, angsuran,
dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB VII
KEBERATAN
Pasal 13
Wajib Retribusi tertentu dapat  mengajukan  keberatan hanya
kepada Bupati atau pejobat yang ditunjuk atas SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan,

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus digjukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) -

. bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi

N . — . .
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau
kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 14

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
[KKeberatan.

Ketentuan sebagaiimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sechagian, menolak, atau menambah besarnya
Retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang |
diajukan tersebut dianggap dikabulkan. '

Pasal 15

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditamba};
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama
12 (dua belas) bulan. ¢
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° 42)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Lr:balan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

Jak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

B_Upi_lti dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan, scjak
diterimanya permohonan pengembalian  kelebihan pembayaran

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.

Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu
- keputusan, permohonan pengembalian Retribusi  dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dafarn jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan  pembayaran  Retribusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran Retribusi.

Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh jika:
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(3)

(4)

(S)

(2)

(3)

\/

(1)

(4)

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada Peéngakuan yt

1 ang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
angsung maupun t |

idak langsung.

Dalam ha] diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kedaluw

yat arsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran

tersebut.
Pfangakuan utang  Retribusi  secara langsung sebagaimana
ilma(ljcsud pada ayat (2) hurul b adalah Wajib Retribusi dengan
esadar

annya menyatakan masih me

: mpunyai utang Retribusi .dan
melunasinya kepada

belum Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak |

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

Piutang Retribusi yang tidak mungkin dit
untuk  melakukan
dihapuskan.

agifl lagi karena hak
penagihan  sudah  kedaluwarsa dapat

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
Bupati.

BRAB X
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19

Terhadep wajib Retribusi tertentu dapat diberikan ker

inganan,
pengurangan, dan pembebasan Retribusi.

Pemberian Keringanan dan Pecngurangan Retribusi dapat diberikan

dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

Pembebasan Retribusi dapat diberikan dengan melihat fungsi objek

Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian

Bupati.
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' BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 20

(1) Bupati  berwenang  melakukan pemeriksaan  untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Dacrah dalam rangka

melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah
dan Retribusi,

(2)  Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a.  memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang,

b.  memberikan  kesempatan  untuk  memasuki tempat atau

ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna
kelancaran pemeriksaan; dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemgriksaan Retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

(1). Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
-~ ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana

" dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan
—" peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Ac
Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

ara

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Dacrah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;
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(1)

b. meneliti,_l’nencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi

Dacrah:;

C. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan schubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Dacrah;

d.  memeriksa bukuy, catatan, dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

¢. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:

. meminta bantuan tecnaga ahli dalam rangka peclaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau mclgrang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada’ saat pemeriksaan

sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

h.  memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah;

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya  dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

J- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan -
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum mclalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali
jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
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(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
- penerimaan negara. |

t

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal §-70 - ‘2012

BUPATI LEB NC>({

# H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 9 -/O- 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

.

\\

\,

H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012 NOMOR.....

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
RGN HURUA A FERIASAADAERAN

PENELAZH PRODUK HUKUN]
o | upenEsoN |
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(2) Denda sebagaimana  dimaksud padn

. ayat (1) merupakan
toopenernimaan negara,

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya clnlnm Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 2012

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH : M .

P
Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG
._A:'\_’

-

H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012 NOMOR
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